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RINGKASAN

Masalah gizi utama di Indonesia saat ini adalah stunting, sehingga analisis tentang faktor
risiko stunting menjadi penting. Studi di puskesmas di Makassar menunjukkan faktor risiko stunting
adalah kejadian berat bayi lahir rendah, kelengkapan imunisasi, dan rendahnya pendidikan ibu.
Faktor risiko stunting lainnya dari studi di NTT adalah pendapatan keluarga, pola asuh ibu, dan
asupan gizi anak. Anak dengan riwayat stunting mempunyai prestasi akademik yang lebih rendah
dibandingkan yang tidak stunting. Studi di puskesmas di Surabaya menunjukkan tidak terdapat
hubungan antara beban kerja ibu dengan status gizi balita, apabila pekerjaan ibu tergolong tidak
berat dan adanya pengasuh pengganti selama ibu bekerja. Pada kajian pendampingan 2500 anak
balita gizi kurang dan stunting di Surabaya ternyata hanya menurunkan 1% gizi kurang dan 1.2%
stunting. Masalah gizi mikro yang dijumpai pada anak balita adalah anemia. Kejadian anemia pada
anak balita diantaranya karena persepsi ibu yang kurang tepat tentang anemia. Studi tentang anak
jalanan di Kota Medan menunjukkan sebagian besar subjek mempunyai kadar hemoglobin dengan
kategori rendah dan sangat rendah, sedangkan aktivitas anak jalanan dengan kategori berat

Review studi dilakukan untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu
dalam mengkonsumsi tablet besi selama kehamilan. Dari 11 jurnal yang direview disimpulkan
bahwa dukungan yang lebih baik pada ibu, baik dari petugas maupun keluarga dapat berkontribusi
pada kepatuhan yang lebih baik pada ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi. Studi ibu hamil di
NTT menunjukkan sebesar 71.4% tidak tahu tentang manfaat konsumsi Fe, sebanyak 1.4% belum
pernah memeriksa kehamilan, sedangkan 15.7% memeriksa kehamilan namun tidak sesuai dengan
anjuran. Terdapat 13% ibu mengatakan tidak pernah mengonsumsi Fe selama kehamilan.

Analisis terhadap faktor risiko kegemukan dilakukan pada kelompok wanita usia dewasa
(19-55 tahun) menggunakan data Riskesdas 2010. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya
mempromosikan aktivitas fisik dan diet yang sehat terutama menurunkan konsumsi makanan dan
minuman manis dan konsumsi karbohidrat yang tidak berlebih untuk pencegahan dan pengendalian
kegemukan. Studi di Kota Malang menunjukkan kombinasi faktor risiko penyakit tidak menular
(PTM) adalah kebiasaan merokok setiap hari, konsumsi buah dan sayur kurang dari 5 kali penyajian
setiap hari, aktivitas fisik rendah, overweight (IMT 2 25 kg/m?), tekanan darah sistolik > 140 dan
atau 2 90 mm Hg. Studi pada orang dewasa juga mengkonfirmasi bahwa sarapan merupakan faktor
yang memengaruhi kejadian obesitas, yaitu subjek yang sarapan memiliki proteksi 2.4 kali untuk
terhindar dari obesitas.

Analisis data Riskesdas 2010 pada wanita dewasa menunjukkan rata-rata konsumsi buah
dan sayur wanita sebesar 139.7+55.9 g yang jauh lebih rendah dibandingkan anjuran WHO 400
g/hari. Hanya 1.0% subjek yang mengonsumsi buah dan sayur sesuai anjuran 250—400 g/hari dan
0.2% subjek mengonsumsi buah dan sayur diatas 400 g/hari. Konsumsi sayur lebih tinggi
dibanding konsumsi buah. Tentang preferensi konsumsi sayuran, hasil penelitian di daerah Kampus
Unesa (Semarang) menunjukkan 78.3% anak balita tidak menyukai sayur dan 60.6% tidak suka ikan,
dan konsumsi sayur harian 23.9 g dan ikan 19.9 g. Rendahnya konsumsi ikan dikarenakan ibu jarang
membeli ikan dengan alasan mahal harganya, susah pengolahannya dan berbau anyir. Dengan




intervensi terintegrasi (pendidikan gizi, pelatihan teknologi, dan penguatan media informasi) di
Madura terdapat peningkatan konsumsi sayuran pada ibu hamil.

Studi tentang perilaku gizi seimbang remaja di Kota Medan menunjukkan perilaku yang
rendah. Selain itu ditemukan sebanyak 12 indikator (putri) dan 16 (putra) indikator gizi seimbang.
Studi anak di lembaga PAUD di Kota Bogor menunjukkan perkembangan anak lebih baik setelah
dilakukan intervensi pendidikan gizi seimbang dan tumbuh kembang anak. Dalam pengembangan
pendidikan gizi untuk anak usia sekolah dasar dari studi di Bogor dan Jakarta disarankan media
komik berwarna dengan karakter kartun yang tokohnya menyukai olahraga dan musik merupakan
alternatif pilihan media pendidikan gizi yang paling efektif dan layak. Untuk kelompok anak usia
sekolah menengah pertama, pemberian materi pendidikan gizi dapat diberikan pada kegiatan
ekstrakulikuler Palang Merah Remaja (PMR).

Studi ketahanan pangan di Kabupaten Serang menunjukkan semakin banyak rumah tangga
yang tergabung dengan organisasi atau kelembagaan pangan local, akan mengurangi peluang
kerawanan pangan. Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa dalam ketahanan
pangan rumahtangga perempuan berperan dalam memanfaatkan sumberdaya alam (lingkungan
sekitar) dan sumber daya manusia (pengetahuan lokal dan ketrampilan) untuk konsumsi pangan
keluarga. Studi di Kabupaten Klaten dihasilkan bahwa kelembagaan ketahanan pangan lokal yang
sudah ada di tiap komunitas (misalnya lumbung paceklik) perlu ditingkatkan kapasitasnya agar
tidak hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam, melainkan dikembangkan pada kegiatan yang
sifatnya produktif. Bagi komunitas yang kelembagaan ketahanan pangan lokalnya sudah pudar atau
bahkan punah, maka perlu dibangun lagi.

Evaluasi Program DMP (Desa Mandiri Pangan) di 10 desa di 6 kabupaten menunjukkan
bahwa pengaruh langsung kinerja fasilitator terhadap konsumsi pangan rumah tangga lebih besar
daripada pengaruh tidak langsung melalui variabel pengusahaan lahan pekarangan dan pelatihan
budidaya. Studi kasus tentang kebijakan One Day No Rice (ODNR) di Kota Depok dilakukan dengan
subjek 181 PNS dari eselon 2, 3, dan 4. Sebanyak 90% pejabat tersebut mendukung kebijakan ODNR,
namun dalam keseharian hanya 44% yang dapat menerapkan untuk tidak mengkonsumsi beras.
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Kajian Program Pemberda

KAJIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI PADA KOMUNITAS RAWAN PANGAN DI
KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH INDONESIA: TINJAUAN SOSIOLOGI KELEMBAGAAN

(Study in Farming Community Empowerment Program in Food insecurity area of Klaten District
Central Java Indonesia: Institutional Sociology Review)

Siti Masithoh!, Titik Sumarti'*, Tri Pranadii!

!Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat - Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) - IPB,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program pemberdayaan petani pada komunitas desa rawan pangan
melalui tinjauan sosiologi kelembagaan. Penelitian dilakukan di dua desa rawan pangan di Kabupaten Klaten
Jawa Tengah, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (data yang digunakan
data kuantitatif dan data kualitatif) dengan studi kasus kelompok petani yang mendapat program desa mandiri
pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program desa mandiri pangan belum mampu
memberdayakan rumah tangga petani miskin pada desa rawan pangan melalui kelompok-kelompok afinitas dan
kelembagaan lokal, (2) Kelembagaan ketahanan pangan yang dibangun dengan basis kelembagaan asli (lokal),
nilai solidaritas, kepercayaan (trust) pada pimpinan, serta dukungan pendampingan dan Peyuluh Pertanian
Lapang yang kompeten dalam melihat kebutuhan dan konteks lokal, terbukti mampu menjadi kekuatan
pengembangan ketahanan pangan komunitas. Kegiatan pemberdayaan seyogyanya difokuskan pada
pemberdayaan rumah tangga petani dengan dukungan kelembagaan ketahanan pangan yang kuat, baik itu di
level komunitas, desa dan kabupaten. Kelembagaan ketahanan pangan lokal yang sudah ada di tiap komunitas
(Lumbung Paceklik) perlu ditingkatkan kapasitasnya agar tidak hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam,
melainkan dikembangkan pada kegiatan yang sifatnya produktif. Bagi komunitas yang kelembagaan ketahanan
pangan lokalnya sudah pudar atau bahkan punah, maka perlu dibangun lagi. Hal ini sangat penting, karena
lumbung paceklik selain berfungsi sebagai “benteng utama” masyarakat dalam menghadapi masalah
paceklik/kerawanan pangan, juga sebagai “ciri/perlambang” dari tegaknya kedaulatan dan solidaritas ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat petani di pedesaan.

Kata kunci: kelembagaan lokal, ketahanan pangan, pemberdayaan petani

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan rumah tangga petani di
pedesaan adalah melalui program Aksi Mandiri Pangan (Mapan) dengan sasaran wilayah adalah
desa rawan pangan dan rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat program. Program ini
sudah dimulai sejak tahun 2006, salah satunya di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Program
mapan berpontensi menjadi kelembagaan yang bisa mempertemukan kepentingan rumah tangga
miskin dengan pihak supradesa.

Program Mapan, seperti halnya program pengentasan kemiskinan yang sudah digulirkan
oleh pemerintah seperti KUT, IDT, Raskin, BLT dan lain-lain secara empiris terbukti tidak efektif
dan dalam banyak kasus menemui kegagalan serta tidak tepat sasaran. Kondisi ini terjadi terutama
disebabkan oleh adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana dan penerima program
tersebut. Dilihat dari sisi kelembagaan, seringkali program yang masuk ke pedesaan memunculkan
terbentuknya kelembagaan baru, sebagai salah satu instrumen syarat pelaksanaan program, dan

*Penulis korespondensi : titiksumarti6 1@gmail.com 295
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seringkali kelembaagaan baru tersebut tidak bersinergi dengan kelembagaan yang sudah ada di
pedesaan.

Kebijakan pembangunan di bidang ketahanan pangan seyogyanya dapat mempertemukan
dan mengharmoniskan antara aparat kepentingan pemerintah dengan kepentingan rumah tangga
petani. Agar kedua kepentingan tersebut dapat bertemu dan harmonis, maka harus ada kelembzgaan
yang menyediakan ruang yang luas untuk mendialogkan dua kepentingan tersebut. Dalam
pengertian, baik mulai dari tahap perencanaan, implementasi dan hingga tahap evaluasi, seluruh
pihak yang terlibat, terutama kepentingan petani gurem di akomodir secara aktif dan intensif di
dalamnya. Program aksi mandiri pangan (Mapan) sebagai salah satu program pengentasan
kemiskinan rumah tangga petani dan kerawanan pangan, yang bertujuan untuk meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
pedesaan, hadir dengan bentuk dan model baru.

Program Mapan adalah suatu kegiatan strategis yang menjadi andalan pemerintah untuk
mewujudkan ketahanan pangan di wilayah pedesaan, dimana perwujudan ketahanan pangan
nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil (pedesaan) sebagai basis kegiatan
pertanian dimana rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat program. Secara aturan, langkah-
langkah pelaksanaan program ini bisa dikatakan sudah bercirikan memberdayakan rumah tangga
petani miskin di pedesaan.

Pada dasarnya, program yang digulirkan oleh pemerintah, termasuk Programn Mapan,
sebagai salah satu bentuk pembangunan pertanian, khususnya program ketahanan pangan, akan
dapat diwujudkan jika secara ideal bersendikan pada "kemandirian” dan "keberpihakan” pada
petani. Hal ini akan membawa konsekwensi pada perubahan kelembagaan pelayanan publik
pertanian, yang mengarah pada upaya pemberdayaan petani melalui penguatan kapasitas diri
petani, pengembangan jaringan kerjasama dan kelembagaan lokal. Kelembagaan asli (lokal) saat ini
cenderung melemah, dan bahkan hancur karena digerus oleh pendekatan pembangunan masa lalu
yang berciri terpusat dan mendominasi

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian ini mengenai bagaimana keberpihakan
terhadap kepentingan rumahtangga petani miskin dalam pengembangan kelembagaan ketahanan
pangan lokal untuk mengatasi kemiskinan dan kerawanan pangan di pedesaan. Lokasi penelitian ini
adalah Desa rawan pangan di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Jambakan
Kecamatan Bayat.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan inasalah, tujuan penelitian ini adalah :
1)Mengkaji pelaksanaan program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal untuk
mengatasi kemiskinan dan kerawanan pangan, 2)Menganalisis pengaruh berbagai kepentingan
(ekonomi, sosial, politik) aktor dalam program pengembangan Kelembagaan ketahanan pangan
lokal, 3) Mengkaji sejauh mana kepentingan rumah tangga petani miskin dijadikan dasar untuk
mengevaluasi pencapaian program pengembangan Kelembagaan ketahanan pangan lokal.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (data yang
digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif) dengan strategi penelitian yang dipilih adalah
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studi kasus dan bersifat multi metode yang diharapkan dapat memperkaya data dan memahami
fenomena sosial yang sedang diteliti.

Penelitian dilakukan di desa rawan pangan, yaitu Desa Jambakan, Kecamatan Bayat,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah dimana
masyarakat atau rumah tangga dengan tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup
untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar
masyarakatnya. Desa Bayat dipilih sebagai lokasi penelitian dengan dua pertimbangan bahwa;
pertama, lokasi ini adalah salah satu dari 100 kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai
daerah rawan pangan tahun 2006. Kedua, di desa Jambakan adalah salah satu desa pemangku
program mandiri pangan dari pemerintah pusat. Waktu dilaksanakan penelitian adalah pada akhir
Juni-Agustus 2008. Prosedur pengumpulan data dan strategi yang digunakan dalam melakukan
penelitian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tabel 1. Cara pengumpulan data

Kegiatan Sumber data Teknik Pengumpulan data
Mengkaji pelaksanaan Data primer dan didukung Wawancara dengan kuesioner,
program  pengembangan data sekunder dari: wawancara mendalam dan studi
kelembagaan  ketahanan pemerintah kabupaten, riwayat hidup
pangan lokal untuk swasta dan komunitas

mengatasi kemiskinan dan desa
kerawanan pangan

Menganalisis pengaruh Data primer dan didukung Wawancara mendalam dengan anggota
berbagai kepentingan data sekunder dari dan pengurus kelompok afinitas serta
(ekonomi, sosial, politik) institusi ketahanan pangan pengamatan berperan serta
aktor  dalam  program lokal yang dikelola (partisipatif)

pengembangan pemerintah, swasta, dan

Kelembagaan  ketahanan komunitas desa (kasus)
pangan lokal

Mengkaji  sejauh  mana Kepala seksi Ketahanan Wawancara mendalam dan FGD (Focus
kepentingan rumah tangga pangan Kabupaten, Group discussion)dengan pihak
petani miskin dijadikan instansi terkait, pengurus stakeholder

dasar untuk mengevaluasi kelompok afinitas

pencapaian program

pengembangan

Kelembagaan  ketahanan

pangan lokal
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sosial Kemiskinan Pedesaan

Sebagian besar (63.4%) mata pencaharian penduduk Desa Jambakan adalah petani
berstatus sebagai buruh tani atau penggarap dengan rata-rata kepemilikan lahan sangat sempit
(kurang dari 0.5 ha). Jenis tanah tandus dengan ketinggian tempat antara 200-300 dpl, curah hujan
1 025 mm/th, suhu udara rata-rata 36° C dan tidak ada sistem irigasi sehingga pertaniannya tadah
hujan (padi setahun sekali dan selalu gagal panen). Oleh karena itu pertanian di Desa Jambakan tidak
bisa diandalkan dan petani tidak menggantungkan hidupnya pada pertanian semata. Selain bertani,
juga banyak yang berternak dan usaha ini sangat didukung dengan ketersediaan lahan tegalan yang
menyediakan sumber pakan bagi ternak peliharaan para petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidup
rumah tangganya, sebagian besar petani gurem di Desa Jambakan menerapkan pola strategi nafkah
ganda.

Kepala rumah tangga (laki-laki) memiliki nafkah ganda dengan berusaha membuka warung
angkringan (dapat diperoleh pendapatan Rp 75 000-Rp 100 000,- per minggu) dan menjadi buruh
bangunan di kota sekitar Klaten (pendapatan buruh bangunan berkisar antara Rp 35 000,- hingga Rp
50 000,-per hari). Usaha warung nasi angkringan pada dasarnya tidaklah memberikan keuntungan
yang besar. Pekerjaan sampingan ini dijalankan semata-mata sekedar untuk mempertahankan
keberlangsungan hidup anggota rumahtangga para petani gurem. Sedangkan kaum perempuan
(isteri) bekerja usaha tenun dan warung yang dilakukan sepanjang musim (kemarau dan
penghujan).

Hal ini dimungkinkan karena di Desa Jambakan sudah berkembang industri rumahtangga
berupa konveksi dengan mekanisme kerja putting out system. Hampir dalam setiap rumahtangga,
kaum perempuan usia dewasa mengerjakan tenun. Hasil tenun dijual kepada bakul keliling dengan
harga Rp 7 000,- hingga Rp 8 000,- untuk satu gendok (dua selendang). Pendapatan yang diterima
dari hasil menenun sekitar Rp 600 ribu - Rp 700 ribu-an per bulan. Apabila bekerja sebagai buruh
tenun di tempat orang memperolah pendapatan *Rp. 45 000 per orang per tiga hari dengan jam
kerja dari pukul 08.00-16.00. Tenun Jambakan semakin berkembang dengan munculnya beberapa
tempat wisata di Kecamatan Bayat diantaranya makam Sunan Bayat, tempat pemancingan Rowo
Jombor, sentra industri keramik Pager Jurang, sentra indutri batik keris dan lain-lain. Hal ini juga
mendorong berkembangnya sektor dagang dan jasa (warung, toko, pasar, dan penginapan).

Kegiatan gotong-royong di Desa Jambakan masih bisa ditemui pada waktu tertentu.
Gotong-royong dimaknai sebagai kebiasaan saling membantu antara masyarakat secara ikhlas tanpa
digaji dan dipaksa. Jenis kegiatan tersebut diantaranya adalah pada saat membangun jalan
kampung, ketika ada tetangga yang ngedek-ne rumah (memasang kerangka rumah), kerja bhakti
bersih desa, nyadaran awal puasa, membantu pesta pernikahan (sinoman), kesripahan (ada tetangga
yang meninggal), sunatan dan perayaan adat yang lain. Kegiatan tersebut dilakukan berupa tenaga
untuk membantu secara langsung maupun juga membantu dari sisi materi. Menurut salah seorang
sesepuh desa Jambakan (Mbah Hadi, yang pernah mengalami 7x pergantian kepala desa), pada masa
lalu masyarakat membangun apa saja dengan gotong-royong.
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Masih kuat dalam ingatan beliau, banyak proyek pembangunan masuk ke Jambakan seperti
membangun SD Inpres, memindahkan rumah gedhek (rumah bilik non-permanen), dan sebagainya.
Kegiatan proyek tersebut dilaksanakan dengan gotong-royong. Tetapi pada saat ini, pengerjaan
proyek pembangunan tidak mungkin dijalankan dengan gotong-royong, karena anggaran proyek
pembangunan tidak transparan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan beliau diketahui bahwa
desa memiliki saldo yang dikelola bersama di lingkungan tingkat RW dengan mekanisme kegiatan
simpan pinjam. Di desa Jambakan, aktivitas menyumbang besar adalah sebuah prestise. Misalnya
ada iuran menggalang dana warga untuk perbaikan sarana prasarana desa, maka warga masyarakat
yang mampu akan berlomba-lomba menyumbang. Hal ini juga dipicu ketika terjadi bencana gempa
dimana desa Jambakan juga termasuk salah satu desa yang parah kerusakannya, sehingga pada saat
itu solidaritas untuk saling membantu sesama semakin muncul hingga saat ini. Misalnya pernah
digalang secara swadaya iuran perbaikan jalan sebesar dua sak semen yang rumahnya di pinggir
jalan dan satu sak yang rumahnya tidak di pinggir jalan. Realitas ini menunjukkan bahwa telah
memudarnya modal sosial masyarakat yang ditunjukkan dengan tindakan sosial yang dilakukan
lebih pada berorientasi pada status.

Kelembagaan Ketahanan Pangan Lokal dan Kepentingan Rumah Tangga Petani Miskin.

Dalam suatu masyarakat, termasuk juga masyarakat pedesaan, kemajuan perekonomiannya,
banyak ditentukan oleh sistem kelembagaan yang dikembangkan dalam masyarakat tesebut.
Masyarakat di Desa Jambakan, dan beberapa desa disekitarnya di Kecamatan Bayat kabupaten
Klaten adalah desa-desa yang terkena dampak langsung bencana gempa, dalam menggiatkan
kembali kehidupan perekonomiannya masih sangat mengandalkan bantuan dari pihak pemerintah
maupun swasta. Bantuan modal dari pemerintah baik yang bersifat hibah maupun yang bersifat
bergulir yang berorientasi pada peningkatan skala usaha dalam rangka turut memberdayakan
masyarakat tidak berdaya disekitarnya, pada dasarnya akan dan telah menimbulkan
ketergantungan masyarakat desa. Oleh karena itu, jika sistem kelembagaan lokal dalam suatu
masyarakat dibiarkan lemah, maka tidak ada peluang bagi mereka-mereka yang tidak berdaya di
pedesaan untuk memajukan perekonomiannya. Dan sebaliknya, apabila diciptakan kelembagaan
baru dari pihak luar baik pemerintah maupun swasta, apapun bentuk kelembagaannya, jika upaya
pengembangannya tidak sesuai dengan tatanan dan diterima masyarakat setempat maka hanya akan
menimbulkan kesia-siaan dalam memajukan perekonomian di desa rawan pangan.

Kelembagaan pangan lokal yang ada di masyarakat desa Jambakan adalah kelembagaan
yang mengatur berbagai aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat menuju kondisi
ketahanan pangan baik di aspek produksi, konsumsi dan distribusi, yaitu diantaranya arisan
sembako, arisan bahan bangunan, warung kelontong, beras jimpitan, tenun lurik, warung
angkringan, gaduhan ternak, maro sawah, simpan pinjam, pengajian, kelompok sinoman, lumbung,
paguyuban Jamvatro dan karawitan.

Hubungan dan transaksi ekonomi rumahtangga miskin didasarkan pada modal kepercayaan
dan sudah terbiasa meminjam atau memakai dulu segala sesuatu penunjang kegiatan dan akan
dibayarkan atau dikembalikan ketika panen tiba atau ketika sudah punya kemampuan untuk
membayar. Terkait dengan lumbung pengajian, terdapat kelembagaan Lumbung yang juga dikelola
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oleh ibu-ibu pengajian Aisyiah di Desa Jambakan, tepatnya di dukuh Geneng. Lumbung Desa ini
awalnya berdiri pada tahun 1993 atas ide Bapak Subagya untuk mengatasi paceklik atau puso,
melalui pengumpulan zakat dari hasil panen atau derep yang tidak ditentukan batasnya. Zakat yang
terkumpul disimpan di Masjid dan nantinya dapat digunakan saat musim paceklik atau puso dengan
sistem pinjaman walaupun masih terbatas baru untuk masyarakat dukuh Geneng saja. Dalam
perjalanannya, lumbung ini sempat terhenti sekitar tahun 1995-1996. Pada tahun 1997 lumbung ini
kemudian dilanjutkan lagi tetapi oleh ibu-ibu kelompok pengajian Aisyiah. Gabah kering yang telah
terkumpul kemudian di simpan di rumah salah seorang pengurus. Hingga saat ini telah terkumpul
sekitar 2.175 kilogram dan belum dipinjamkan. Lumbung Desa ini juga menerima infak berupa uang
tunai yang digunakan untuk membeli karung atau bagor. Relitas sosial yang terjadi di Desa
Jambakan menunjukkan bahwa kelembagaan ketahanan pangan lokal dapat mengakomodir
kepentingan rumah tangga petani miskin dalam hal jaminan pangan (basis pada produksi dan
konsumsi).

Kelembagaan Ketahanan Pangan Intervensi Pemerintah (Mapan) dan Dinamika Kepentingan
Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lahan pertanian yang kering dengan pengairan tadah hujan di Desa Jambakan telah
menjadi permasalahan utama bagi upaya pengembangan produktivitas pertanian dalam mendukung
ketahanan pangan rumahtangga petani. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pengelolaan ketahanan
pangan di tingkat rumah tangga masih didominasi oleh tujuan untuk mempertahankan
keberlangsungan ketahanan pangan anggota rumah tangganya. Jadi, tujuan pengelolaan ketahanan
pangan di Desa Jambakan cenderung pada upaya peningkatan daya beli masyarakat. Fokus kegiatan
Program Aksi Desa Mandiri Pangan di desa Jambakan yang dimulai tahun 2006 adalah
pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan dana bergulir melalui 4 tahap (persiapan,
penumbuhan, pengembangan, kemandirian). Ciri kondisi kerawanan pangan Desa Jambakan
diuraikan dalam Tabel 2.

PEMETAAN SOSIAL KEMISKINAN PEDESAAN

Ciri Rawan Pangan Desa Jambakan

Mengkonsumsi Beras sebagai Makanan Pokok 100%
Mengandalkan Produksi Sendiri dalam Memperoleh Makanan 86.7%
Mempunyai Persediaan Makanan dalam Seminggu ke depan 46.6%
Mengalami Kekurangan Makanan dalam 3 bulan ini 53.4%
Tidak pernah mengkonsumsi makanan secara lengkap 4 sehat 5 sempurna 88.3%
dalam satu bulan ini

Tidak pernah berhubunga dengan Bank 86.7%
Tidak mempunyai kebiasaan menabung 60.5%
Tidak pernah mendapat bantuan/modal dari pemerintah 75%
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Dalam program Mapan dibentuk kelompok afinitas (Mekarsari, Tri Jaya Perkasa, Subur)
serta kelembagaan pendukungnya (Pendamping, Tim pangan desa, Lembaga Keuangan Desa).
Mekarsari adalah kelompok usaha tenun beranggotakan 25 orang dan mengelola dana Mapan
sebesar Rp.30 250 000,-. Sebelum ada Mapan kelompok tenun sudah berkembang. Kelompok
Trijaya Perkasa mengembangkan usaha ternak kambing, beranggotakan 15 orang dan mengelola
dana mapan sebesar Rp.24 750 00,-(partisipasi pengurus kelompok lemah dan terbangun nilai
dalam kelompok ini bahwa mapan adalah dana hibah. Selanjutnya kelompok Subur adalah kelompok
aneka usaha (angkringan, dagang/warung, penjahit, buruh tani) yang beranggotakan 20 orang dan
mengelola dana mapan sebesar Rp.25 000 000,-. Ada pengurus kelompok ini yang juga sebagai
pengurus lumbung pengajian tetapi tidak ada keterkaitan antara lumbung pengajian dengan Mapan.

Pada tahap persiapan, pemilihan pengurus dan anggota kelompok afinitas berdasar
penunjukan sehingga tidak semua anggota adalah rumah tangga miskin, pengelolaan dana
berorientasi target proyek sehingga nilai yang dibangun adalah “dana sebagai charity/ hibah”. Pada
tahap penumbuhan, proposal tidak sesuai dengan penggunaan, tidak ada kontrol kuat dan ada
pemotongan dana dari atas desa. Sampai pada tahap ketiga (pengembangan), kelompok Subur
relatif berjalan lancar. Dikarenakan mandulnya pengurus, kelompok trijaya perkasa melaporkan
ternak mati semua dan berpotensi macet. Sedangkan kelompok mekarsari (tenun) sudah
berkembang tetapi secara normatif dianggap melanggar aturan karena menggulirkan dana kepada
anggota baru tanpa melalui LKD. Kegiatan pendampingan tidak berjalan optimal, terutama karena
tidak ada pendamping teknis (juga tidak melibatkan penyuluh pertanian). Kontrol dari pendamping
tidak intensif karena tidak tinggal di desa (walaupun disediakan living cost dari program), serta
kompetensi pendamping dalam hal teknis lemah (terutama dirasakan oleh kelompok ternak
kambing). Kondisi ini menunjukkan ego-sektoral antar instansi pemerintah terkait (subdin
peternakan, misalnya).

Dalam proses pembentukan Tim Pangan Desa didasarkan atas penunjukkan dari Kepala
Desa dan belum berjalan secara efektif bahkan bisa dikatakan belum berfungsi walaupun sudah
beberapa kali diberikan pelatihan baik di kabupaten maupun di tingkat propinsi. Konflik internal
yang terjadi pasca pilkades harus diakui sangat mempengaruhi jalannya komunikasi antar sesama
anggota TPD. Selain itu, dikarenakan proses pembentukannya adalah penunjukkan langsung
sehingga ada anggota TPD yang anggota keluarganya tercatat juga sebagai penerima bantuan
sekaligus sebagai anggota LKD. Selain itu juga harus diakui disebabkan oleh tidak adanyakepastian
tentang insentif yang diperuntukkan bagi anggota TPD.

Kemampuan kelembagaan keuangan desa Jambakan untuk mengawal dan menjaga dana
arisan tingkat RT sangat bagus, tetapi ketika mengelola dana yang datang dari luar desa, misalnya
dana program mapan, justru sebaliknya. LKD mapan yang berfungsi untuk menggulirkan dana
bantuan mapan, pada tahun keempat setelah semua anggota mengembalikan dana pinjaman dalam
kelompok tidak berfungsi bahkan cenderung bermasalah. Dasar pembentukan LKD adalah
pertimbangan kepraktisan dengan menunjuk koperasi MP yang sebelumnya sudah ada. Sampai pada
tahun ketiga di tahap pengembangan, pada kenyataannya LKD bisa dikatakan tidak berjalan
sebagaimana semestinya. Integrasi pihak-pihak yang terlibat dalam Program dan Tingkat
Keterlibatannya dalam memberdayakan kelompok afinitas dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Analisa kepentingan aktor dalam program Mapan di Desa Jambakan

Pelaksanaan program mapan di Desa Jambakan masih pada level peningkatan kapasitas
petani dalam hal modal, belum menyentuh pada pemberdayaan kelembagaan. Dari hasil FGD
diketahui bahwa aspek-aspek teknis yang masih sangat dibutuhkan adalah pengelolaan sumberdaya
alam berkelanjutan, ketersediaan pendampingan yang berkompeten dan mempunyai komitmen
tinggi karena keragaman penyuluh saat sekarang bisa jadi berbeda, keterlibatan tenaga teknisi lintas
dinas terkait spesifikasi kegiatan program, dan ketersediaan tokoh lokal yang bisa mendorong dan
menginspirasi petani. Selain itu perlu juga ada kognisi antar kelompok-kelompok tani yang
membuka peluang dari otonomi daerah untuk membuat kebijakan program yang paling sesuai.
Misalnya tentang adanya peraturan desa atau undang-undang desa yang mengatur pengelolaan
berbagai instrumen pemberdayaan yang masuk ke desa. Menurut penjelasan dari perwakilan
pengurus KTNA kecamatan Bayat bahwa memang wilayah Bayat adalah daerah yang paling kritis.
Kendala petani adalah dari pupuk, kesulitan mendapatkan pupuk. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaksanaan program mapan belum memberdayakan kelembagaan ketahanan pangan
lokal sehingga menyebabkan pengelolaan fiktif dan dikuasai oleh orang-orang tertentu yang
menguasai faktor produksi dan akses. Kondisi demikian dalam pelaksanaan suatu program akan
berdampak dan berpotensi macet.

Hal tersebut diatas dipengaruhi karena belum efektifnya peran pendamping, TPD dan
LKD. Sebagai konsekuensinya secara politik, sebagai pelaksana program (petani gurem) kepentingan
rumah tangga miskin belum terakomodir dalam program mapan dan masih menjadi obyek
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pembangunan. Setelah bencana gempa, banyak bantuan masuk ke desa Jambakan, namun
sayangnya justru menyebabkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari program tersebut menjadi tidak
optimal karena pendekatan pada hampir semua program tidak melihat pada ketersesuainnya
dengan kebutuhan lokal. Dan pada akhirnya baru pada level meningkatkan pendapatan, walaupun
hanya pada rentang waktu sesaat, dan belum pada peningkatan kesejahteraan.

Pengelolaan lumbung pangan yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian di Dukuh Geneng, Desa
Jambakan menunjukkan bahwa pemberdayaan bisa dilakukan pada tingkat komunitas. Didasarkan
pada pemahaman keagamaan yang kuat tentang hakekat sedekah dan pengelolaannya yang syar’,
kegiatan lumbung disini mampu menjadi penjamin kebutuhan pangan komunitas, terutama pada
musim puso. Pemberdayaan pada tingkat komunitas ini dapat berlangsung karena kuatnya modal
sosial. Proses penguatan dalam pengelolaan lumbung ini tidaklah sebentar dan tidak juga mudah.
Pada tahap awal penguatan pengurus lumbung yang juga pengurus pengajian bahkan sangat kurang
mendapat dukungan dan pada awalnya bahkan juga ditentang aparat pemerintahan desa setempat,
ada juga tuduhan bahwa kelompok agama ini mengeksklusifkan diri dari lingkungan sekitar. Secara
bertahap pengurus mulai menginisiasi warga masyarakat melalui materi-materi pengajian yang
berisikan makiumat dan keutamaan bersedekah, kewajiban membantu sesama yang membutuhkan
dan manfaat menabung. Lambat laun mulai ada respon dan mulai terkumpul gabah yang diperoleh
dengan mendatangi dari rumah ke rumah, hingga saat kondisi sekarang dimana para warga dengan
kesadaran sendiri menyerahkan hasil panennya kepada pengurus lumbung yang juga dikelola secara
simpan pinjam.

Implementasi Program mapan di Desa Jambakan kedepan perlu adanya proses belajar
tentang pengalaman dari berbagai pihak agar pengelolaan dana bergulir berjalan dengan baik dan
berlangsung terus perlu pengawasan petugas. Pengelolaan keuangan dana Mapan di Desa Jambakan
belum melalui LKD, karena kelembagaan ini belum berfungsi serta tidak adanya kontrol dari tim
pangan desa. Kedua hal ini terjadi karena imbas dari model perekrutan orang-orang yang berada
didalamnya, selain juga karena faktor pergantian kepala desa yang menyisakan konflik antar
personal serta kenyataan pahit yang harus diterima bahwa kepala desa yang baru tidak seperti yang
diharapkan tetapi justru terlibat masalah hukum terkait dugaan penyelewengan dana desa. Terlepas
dari semua itu, pada dasarnya dana terkawal dengan aman. Hanya saja ada satu kelompok yang
sudah menggulirkan sendiri kepada anggota baru tanpa melalui LKD namun sayangnya hal ini
dianggap menyalahi aturan. Ada kelompok yang menganggap aturan tentang kewajiban
menggulirkan dana mapan sama seperti program pemerintah yang apabila macet dianggap sebagai
hal yang wajar, sehingga tidak serius mengelolanya. Hasil penelitian berkaitan dengan proses
memberdayakan masyarakat desa rawan pangan yang berbasis pada kondisi yang ada di Desa
Jambakan ditampilkan dalam Gambar 2.
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Model Pemberdayaan Petani Desa Jambakan- Kec.Bayat, Klaten
(Tahap Pengembangan)
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Gambar 2. Model pemberdayaan petani Desa Jambakan-Kecamatan Bayat

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program Mapan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan di
pedesaan. Faktor kepentingan berbagai aktor berpengaruh negatif terhadap efektivitas pencapaian
tujuan program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal. Pengembangan kelembagaan
ketahanan pangan lokal belum menunjukkan keberhasilan sesuai yang direncanakan, karena tidak
disertai adanya proses mentransformasikan keorganisasian usaha ekonomi setempat, program
Mapan masih bersifat sektoral, dan belum terlihat adanya keberpihakan politik yang kuat untuk
mengatasi kemiskinan dan rawan pangan

Saran

Program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal perlu diletakkan dalam
perspektif transformasl keorganisasian usaha ekonomi setempat. Pengembangan kelembagaan
ketahanan pangan lokal perlu dilakukan secara terintegrasi antar sektor. Dalam rangka lebih
mengefektifkan program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan lokal perlu disertai
langkah-langkah berikut : 1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM kelompok miskin dan
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rawan pangan di pedesaan, 2. Pengembangan keorganisasian usaha ekonomi setempat, 3.
Pengembangan model permodalan usaha untuk penguatan ekonomi rumah tangga miskin dan
peningkatan infrastuktur pedesaan .

Dalam Program pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah perlu
memperhatikan ketersesuaian program dengan kebutuhan lokal dan lebih mengawal proses
pengembangan kelembagaan itu sendiri supaya terbuka akses terutama bagi lapisan rumah tangga
petani miskin. Terkait dengan keberlanjutan program Mapan, pemerintah perlu memperhatikan hal-
hal berikut : 1. Perekrutan Pendamping terutama yang kompeten secara teknis terkait kegiatan
program, 2. Kontrol dalam pembentukan kelompok afinitas supaya tidak didominasi elit desa dan
mengawal perkembangan kelembagaan (TPD dan LKD) dengan fasilitas pelatihan, insentif maupun
pada saat pembentukkannya
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